PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU

NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Penjabaran Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5351);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 648);

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Batu
Tahun 2023 Nomor S5/A);

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2025
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2025
Nomor 1/A);

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2025
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kota Batu Tahun 2025 Nomor 3/A);
Peraturan Wali Kota Batu Nomor 33 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 13 Tahun
2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Wali Kota Batu Nomor 33 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Wali Kota Batu Nomor 19 Tahun 2025
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Nomor 19/A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kota Batu.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
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4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD
adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Batu.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas
pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan
Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan Daerah semula sebesar
Rp1.092.142.238.210,00 (satu triliun sembilan
puluh dua miliar seratus empat puluh dua juta dua
ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sepuluh
rupiah) bertambah sebesar Rp3.820.455.669,00 (tiga
miliar delapan ratus dua puluh juta empat ratus lima
puluh lima ribu enam ratus enam puluh sembilan
rupiah) sehingga jumlah pendapatan Daerah setelah
perubahan menjadi sebesar Rp1.095.962.693.879,00
(satu triliun sembilan puluh lima miliar sembilan
ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan
puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan
rupiah);

b. Dbelanja Daerah semula sebesar
Rp1.246.445.487.606,00 (satu triliun dua ratus
empat puluh enam miliar empat ratus empat puluh
lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam
ratus enam rupiah) berkurang sebesar
Rp6.352.117.541,50 (enam miliar tiga ratus lima
puluh dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus
empat puluh satu koma lima nol rupiah) sehingga
jumlah belanja Daerah setelah perubahan menjadi
sebesar Rp1.240.093.370.064,50 (satu triliun dua
ratus empat puluh miliar sembilan puluh tiga juta
tiga ratus tujuh puluh ribu enam puluh empat koma
lima nol rupiah); dan

c. pembiayaan Daerah semula Rp154.303.249.396,00
(seratus lima puluh empat miliar tiga ratus tiga juta
dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus
sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar
Rp10.172.573.210,50 (sepuluh miliar seratus tujuh
puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua
ratus sepuluh koma lima nol rupiah) sehingga jumlah
penerimaan  pembiayaan  setelah  perubahan
Rp144.130.676.185,50 (seratus empat puluh
empat miliar seratus tiga puluh juta enam ratus
tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh lima
koma lima nol rupiah) maka jumlah pembiayaan neto
setelah perubahan menjadi sebesar
Rp144.130.676.185,50 (seratus empat puluh empat
miliar seratus tiga puluh juta enam ratus tujuh
puluh enam ribu seratus delapan puluh lima koma
lima nol rupiah).
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Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini, yang terdiri dari:

a. Lampiran [ memuat ringkasan penjabaran
Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut
kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan
subrincian objek, pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

b. Lampiran II memuat penjabaran Perubahan APBD
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis,
objek, dan rincian objek, dan subrincian objek
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

c. Lampiran III memuat rekapitulasi dan sinkronisasi
Peraturan Wali Kota penjabaran Perubahan APBD
yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi,
antara lain:

1. daftar nama penerima, alamat penerima, dan
besaran hibah;

2. daftar nama penerima, alamat penerima, dan
besaran bantuan sosial;

3. daftar nama penerima, alamat penerima, dan
besaran bantuan keuangan bersifat umum dan
bersifat khusus;

4. daftar nama penerima, alamat penerima, dan
besaran belanja bagi hasil;

5. rincian dana otonomi khusus menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program,
kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek,
dan rincian objek dan subrincian objek
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

6. rincian dana bagi hasil sumber daya alam
pertambangan minyak bumi dan pertambangan
gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, Kkegiatan, subkegiatan,
kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan
subrincian objek pendapatan, belanja dan
pembiayaan; dan

7. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah
provinsi/kabupaten/kota pada daerah
perbatasan dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan Wali Kota
tentang penjabaran Perubahan APBD dengan
program prioritas perbatasan negara; dan
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d. Lampiran IV memuat informasi lainnya yang
menunjang kebutuhan informasi pada Peraturan
Wali Kota tentang penjabaran Perubahan APBD
antara lain:

1. rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Wali Kota
tentang penjabaran Perubahan APBD yang
disajikan berdasarkan sumber dana; dan

2. formulir komitmen Pemerintah Daerah
menganggarkan barang dan jasa serta belanja
modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN) dan
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang
ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan
lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 29 Agustus 2025

WALI KOTA BATU,
ttd

NUROCHMAN
Diundangkan di Batu

pada tanggal 29 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd
ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2025 NOMOR 24/A

Salinan sesuai dengan aslinya,
Ditandatangani secara Elektronik oleh:
KEPALA BAGIAN HUKUM

Rr. Maria Inge S. S., S.H., M.H.

NIP. 19761005 200003 2 001
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